BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR H{ TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan
masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah
otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2025 - 2026;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkatl Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

S



Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiPembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah
dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
yang selanjutnya disebut Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta
evaluasi kinerja.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan




14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Visiadalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan Tahun 2024.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan
pembangunan daerah.

19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta
mengolah data pembangunan Daerah.

20. Daerah adalah Kabupaten Ende.

21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

22. Bupati adalah Bupati Ende.

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disebut Kesbangpol
Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende.

26. Kepala Kesbangpol Daerah adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende.

BAB 11
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.



10.

11.

12,

13.

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus
dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tahun 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun
terhitung mulai Tahun 2019-2024.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indekspembangunan manusia.
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkandokumen
perencanaan selama 1 (satu) tahun.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil
pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satuatau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebihunit
kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang atau jasa.



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan

daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB 11l
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disusun dengan maksud untuk
mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan
baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam
penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah :
a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Daerah setiap tahun.

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran
(RKA) disetiap bidang.

c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanana,
penelitian dan pengebangan di Kabupaten Ende.

d.Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas
dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sehingga terjadi sinkronisasi
perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang
perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis
yang akan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.



(1)

(2)

BAB IV
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Pasal 5

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2025-2026 memuat
dan kebijakan serta program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.

Sistematika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB II1 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Pasal 6

Ketentuan mengenai Isi dan Uraian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

(1)

()

(1)

(2)

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah melibatkan
semua personil aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan sektor
terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-

kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Kesbangpol Daerah untuk
diverifikasi.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Kesbangpol Daerah

diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.




(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kepala Badan Kesbangpol Daerah menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende
tentang Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah kepada semua,
Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Kabupaten Ende.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

Kepala Badan Kesbangpol Daerah melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan
Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. kebijakan perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. evaluasi.

Pasal 10

Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran agar program dan Kkegiatan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan bersama.

Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan
Administrator lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah meliputi
realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses
pelaksanaan kegiatan.

Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala
Kesbangpol Daerah melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda
sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh

Sekretaris.



Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

(1) Kepala Kesbangpol Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kesbangpol Daerah; dan

b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Pasal 12

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-
masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah; dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing
Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 13

(1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dapat diubah dalam hal :
a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
(2) Perubahan Rensra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Ende.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra
dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.




Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende ko
U{ koMb 0 554

Diundangkan di Ende
pada tanggal || Q)U«(\(JU’"\\QH 2024

ARIS DAERAH KABUPATEN ENDI:‘

<o
AERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR HL)



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Eltari Nomo 2 Telepon (0381) 22848

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE
/
Nomor LUU Tahun 2024
PERATURAN BUPATI

Nomor HE Tahun 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Nomor J-\(p Tahun 2024

Tanggal | | %@ikm\wmo%

j. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ‘/

EFREM\DIAKION AINA
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR ....J:‘.E...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

ISi DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR IsI Halaman
KATA PENGANTAR v
BAB | PENDAHULUAN et desase iRt AR SR s s sttt e s e e s 1

11 Lotar BelaROM «.wisessuammsmswsimismibmiissiio 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 SistematiRA PENUISAN ....u.vccecineicscississinssnsisss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessmsasans 4
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ... B
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 1
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
BAB Ill PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 26
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah 21
3.2 Penentuan lsu-isu Strategis 22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 23
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 23
4.2 cascading Kinerja Perangkat Daerah 23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.................oeeeeeeceenecesesssnnsessssessssssssssssses 25
BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN................... 26
BAB Vil KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 39
BAB VIIl PENUTUP 41

m
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B. DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1 Pegaowai Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut
Kepangkatan/Golongan............ceeeeeennee A T RS ST SN SN HE et Piniensoenomanasnsesnss 1

Tabei2.2 PNS Badan Kesbangpoida Kab. Ende menurut Tingkat
Pendidikan 12

Tabel 2.3 PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende yang telah mengikuti Diklat

Kepemimpinan TS . 13
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana 13
Tabel 2.5 Anggaran dan Redlisasi Belanja Badan Kesbangpolda 14
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpolda 16
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahn dan Upaya Pemecahan Masalah 21
Tabel 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah 23
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan KebijaRAN..............coeremeeessmmonessssmncesmmssessmsssssssassenss 25

Tabel 6.1 Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Badan Kesbangpolda Kab. Ende 27

Tabel 7.1 Indikator Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2025-2026 39

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun
2025-2026 39
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C. DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpolda Kab. Ende 10
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D. DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan
rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ende 2025-2026 ini dapat diselesaikon dengon baik. Perencanaon pembangunan
daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalaom kerangka waktu pencapaian tujuan,
Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan
Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masingmasing harus selaras satu dengan

yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan.

RENSTRA ini merupakan perencanaan tiga tahunan yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi
Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam periode tahun 2025 - 2026. Oleh karena itu
perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Dalam kerangka tersebut, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupeten Ende menyusun RENSTRA Tahun 2025 - 2026 sesuaqi
Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada
Tahun 2023.

Akhirnya, kepada semua pihak/tim yang telah membantu penyelesaian penyusunan
RENSTRA ini, diucapkan terimakasih, semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah
satu wujudnya ta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Ende, 2024
epala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah A
Kabupatew Ende,

NIP. 19690521 199503 1 004

&nma Dadan J(,a.:ﬁmgﬂofgfa Takiun 2025-2026




l.1 Latar Belakang

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah
untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan
pembangunan nasional. Kemudian, Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk
melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk
jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang — Undang tentang
perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut kedalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2026 disusun berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Kabupaten Ende merupakan
salah satu dari pemerintah kota/kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya
berakhir tahun 2024, sehingga perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah
dan diturunkan dalam Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah tahun 2025-2026. Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun
2025-2026 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 melalui
beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende;
2. Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende;
3. Pelaksanaa Forum OPD /Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende:

4. Perumusan rancangan akhir: dan
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5. Penetapan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende.

Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Ende Tahun 2024 — 2026
dinilai penting karena :

1. Telah berakhimya masa jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2024.

2. Adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang dalam Pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi
kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wakikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa
jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat
Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

3. Penambahan sub kegiatan pada Program Kegiatan sesuai dengan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Kilasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun
2025-2026 maka Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende diharapkan mampu
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja.
Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya

sasaran pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah.

1.2 Landasan Hubkum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis

Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun

2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);

2.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPIMN) Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalion don Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Berita Negara Repubilik Indonesia Tahun 2018);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende 2005-2025;

M. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende(Lembaran
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 3);

13.  Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende;

a Badan K ssbangpolda Jakiun 2025-1026




1.3, Maksud dan Tujuan
1e3.1 Maksud

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten
Ende disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan
pembangunan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ende
baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam
penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan public

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah adalah:

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende setiap tahun.

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang kemudian dituangkan ke dalam
Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.

¢. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang
Kesatuan Bangsa dan politik di Kabupaten Ende;

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala
prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan
secara menyeluruh.

e. Sebagai informasi secara menyeluruh  kepada segenap pelaku
pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan politik mengenai program-
program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke
depan.

1.4 Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN. memuat tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, memuat informasi
tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan
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urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang
dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian  penting yvang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas perangkat daerah vang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra Perangkat Daerah
ini.

BAB llI PERMASALAHAN DAN [SU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,
memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih, telachan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan
rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN. memuat tentang rumusan pemyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIAKAN, memuat tentang strategi dan arah
kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat
tentang rencana program dan kegiatan, indikator Rinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif.

BAB Vil KINERIA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang
indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja
yang akan dicapai perangkat daerah dalam dua tahun (2025-2026) mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB Vill PENUTUP
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan $truktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, serta Peraturan
Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

2.1.1 Tugas

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung oleh
Pejabat-pejabat Eselon lll dan Kelompok Jabatan Fungsional serta unsur staf yang
tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut
maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok
dan fungsi sebagai berikut:

1.  Kedudukan
Badan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi
kRewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kRewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik Daerah.
21.2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende mempunyai fungsi :
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan Perudang-undangan;

2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan
Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan
nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;
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3) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan
Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan
nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalom Negeri dan Kehidupan
Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,
pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan
kewaspadan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5) Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
2.1.3. $truktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende,
terdiri dari

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

5. Bidang Politik dalam Negeri

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnan konflik

7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di
lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggaran
fungsi koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan
hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelaksanaan pengeloaan keuangan,
pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset,
pengelolaan urusan ASN dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politrik Daerah Kabupaten Ende.
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Sekretaris Badan dibantu oleh 1 ( satu ) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

e

» Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian,
urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian umum dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan persuratan;

b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

¢ pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban
kantor;

. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah:

pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur:

- 0 o

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana:dan
g. pengelolaan kehumasan.
2.1.3.2 Bidang Ideologi; Wawasan Kebangsaan dan Karokter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas badan Badan di bidang ideology, Wawasan
Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan

21.3.3 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di
bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan,
pemberdaayaan organisasi  kemasyarakatan, pemberdayaan  organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,

pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
2.1.3.4 Bidang Politik dalam Negeri

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, kepala daerah  serta
pemantauan situasi politik
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2.1.3.5 Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnan konfiik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnan konflik mempunyai tugas
badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik
di daerah.

2.1.3.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sesuai dengan
kebutuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi melakukan kegiatan
fungsi tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende sesuai dengan keahliannya masing-masing;

2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh fungsional senior yang
ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah;

3. Tenaga fungsional dimaksud berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan
oleh Bupati.

Selain Kelompok Jabatan Fungsional terdapat unit organisasi Jabatan
Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki
kesesuagian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan unit organisasi yang
karakteristik tugas dan fungsinga baik bersifat teknis maupun administratif
bersesuaian dan/ atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional.Unit organisasi
Jabatan Administratif dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang
memiliki kesesudian dengan Jabatan Fungsional terdiri atas sub koordinator
pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan
fungsi jabatan masing-masing.Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu
Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Koordinator terdiri atas:

1. Sub koordinator substansi program dan anggaran;

2. Sub koordinator Substansi Keuangan:

3. Sub koordinator substansi ideologi dan wawasan kebangsaan;
4. 5ub koordinator substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa;
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Sub koordinator substansi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya:;

6. Sub koordinator substansi organisasi kemasyarakatan;
7. Sub koordinator substansi Substansi pendidikan politik dan peningkatan

demokrasi;

8. Sub koordinator substansi Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan;

9. Sub koordinator substansi penanganan konflik;
10. Sub koordinator substansi Kewaspadaan Nasional dan kerjasama intelijen;

Peraturan Bupati Ende

Nomor

Tanggal

: 62 Tahun 2021

: 27 Desember 2021

$trubtur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Ende

KEPALA

GABRIEL DALA, S.Sos

Kelompok Jabatan

Sekretaris

Fungsional

AGNES AGNETA, S.STP

Sub Bag Umum &
Kepegawaian

Robertus Rindu, S.Sos

Analis Keuangan Pusat &
Daerah SSS Keuangan

Paulus Mario Ndate,S.Sos

Perencana

Emirensiana Meo,SE

Bid. ldeologi, Wasbang,
Karakter Bangsa

Aloysius G. Sengga, A.Md

Bidang Politik Dalam Negeri

Yuanita Azian, S STP. M.Si

I

Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosbud,Agama&Ormas

Maximinus S.Susanto, S.STP

Bid. Wasnas &
Penanganan Konflik

Fidelis Sobha, S.IP

Analis Kebijakan

S. S. Ideologi dan Wasnas

Analis Kebijakan S.S.
pendidikan politik dan
peningkatan demokrasi

Analis Kebijakan S.S

Organisasi Kemasyarakatan

Petrus Riwu, S.Sos

Analis kebijakan S.S
Wasnas dan Kerjasama
Intelijen

Muhamad Sarifudin,S.IP

Analis Kebijakan

S.S. Bela Negara dan
Karakter Bangsa

Analis Kebijakan S.S.
Kelembagaan Pemerintahan

Analis
KebijakanS.S.Ketahanan
Ekonomi, Sosbud&Agama

Donatus Reri, SE

Analis KebijakanS.S.
Penanganan Konflik

m
r&rutrd Badan K,e:[mﬂaf& Tabiun 2025-1024




2.2. Sumber Daya Peranghat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Keasatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur maupun sumber daya
lainnya berupa asset/barang inventaris. Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende serta
Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Doerah Kabupaten Ende terdapat 7 jobaton struktural dan 10 jabatan fungsional
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, yaitu :

1. Eselon I :1orang
2. Eselon Il : 5 orang
3. Eselon IV : 1 orang

4. Kelompok Jabatan Fungsional : 10 Orang

Dalam melaksanakan tugas fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende didukung oleh aparatur sebanyak 23 orang yang terdiri dari 18
PNS dan 5 orang Tenaga Outsourcing keadaaan s/d Bulan Desember 2023 . Rincian
Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende berdasarkan pangkat/Gol/Ruang, Tingkat Pendidikan dan Diklat
Struktural yang telah diikuti dapat dilihat dalam tabel ~tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende
Menurut Kepanghatan/ Golongan

Keadaan Tahun 2023
No Pangkat/ Golongan Jumiah
1. | Pembina Utama Muda (IV-c) 1orang

2. | Pembina Tingkat | (IV-b) 0 orang
3. | Pembina (IV-a) 3 orang
4. | Penata Tingkat I (llI-d) 9 orang
5
6
7

Penata (lil-<) O orang
Penata Muda Tk. | (lli-b) 1orang
Penata Muda (lll-a) O orang




Pengatur Tingkat | (lI-d) 3 orang

.| Pengatur (ll-c) 1orang

10. | Pengatur Muda tingkat | (ll-b) 0 orang
1. | Pengatur muda (ll-a) i

12. | Juru Tk. (I-d) 0 orang

[ Jumliah 18 orang

Sumber data: Badan Kesbangpolda Des. 2023

Tabel 2.2.
PN3 Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende
Menurut Tingkat Pendidikan
Keadaan Tahun 2023

No Tingkat Pendidikan Jumiah
1. | Strata 2 (52) O orang
2. | Strata1 (51) 12 orang
3, | Sarjana Muda (D3) 2 orang
4. SLTA 4 orang
5. | SLTP Orang
Jumliah 18 orang

Sumber data: Badan Kesbangpolda Desember 2023

Ditinjau dari tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpolda
Kabupaten Ende sebanyak 18 orang, tidak ada yang berpendidian 52, berpendidikan 51
sebanyak 12 orang, Diploma Ill sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4. Peningkatkan
kudlitas sumber daya aparatur secara berkesinambungan perlu dilakukan melalui
pendidikan formal baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar maupun Diklat Teknis
dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparatur di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh tenaga Kontrak vang dibiayai oleh APBD
Kabupaten Ende sebanyak 5 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan

sebagai berikut :
Tabel 2.3
Tenaga Kontrak Badan Kesbangpelda Kab.Ende Menurut Tinghat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH KET.
1. S (o]
2 SLTA 5
Total 5

Sumber data: Badan Kesbangpolda Desember 2023
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Tabel 2.4

PN$ Badan Kesatuan Bangsa dan Pelitik Daerah Kab. Ende
Yang Telah Mengihkuti Diklat Hepemimpinan
Keadaan Tahun 2023

JUMLAH DIKLAT YANGTELAH
NO JABATAN RBRIAN plikuT DIKLAT YANG BELUM
Pim. Il | Pim. Il | Pim. IV DIKUTI
1. | Kepala Badan 1 1 1
2. | Sekretaris Badan 1 - 1 1 PIM il
3. | Kepala Bidang 4 - - 3 PIM il 3 Orang,
PIM IV 1 Orang
4. | Kasubbag 1 - - PIM IV

Sumber data: Badan Kesbangpolda Des. 2023

2.2.2. $arana Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

&mﬂr« Badan K,wfm‘ﬂ:cf&: Takun 2025-2026

Martin Roland

1 Gedung Kantor Permanen 2 Baik
2 Mobil Toyota New Rush 1 Baik
3 Sepeda Motor Honda Win Wcd 1 Baik
4 Sepeda Motor Honda Nf 125 sd 1 Baik
5 Sepeda Motor Honda Nf 125 sd 1 Baik
6 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
7 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
8 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
9 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
10 Sepeda Motor Honda Tiger GL200 D 1 Baik
1 Sepeda Motor Honda Mega Pro GL 2 Baik
12 Lemari Kayu 2 Baik
13 Lemari Kayu Lemari Kayu 2 Pintu 4 Baik
14 Mesin Absensi Fingersport/Revo Duo 158 1 Baik
BNC
13 Filling Cabinet Besi Brother 3 Baik
14 Meja Kerja Kayu Kayu 8 Baik
15 Meja Rapat Kayu 7 Baik
16 Meja 1% Biro ¥ Biro 5 Baik
17 Kursi Tamu Biro 1 Baik
18 Sofa Mahkota 2 Baik
19 Televisi Polytron 2 Baik
20 Wireless 2

Baik




21 Camera Film Canon/EOS 650 D 1 Baik
22 Alat Rumah Tangga Toa/Toa Baik
Lainnya
23 Alat Komunikasi radio 1 Baik
uhf lainnya
24 Televisi Polytron 2 Baik
25 PC Unit 12 Baik
26 PC Unit Intel Core 13 1 Baik
27 PC Unit HP Aio / 22TF0144D 2 Baik
28 Laptop Toshiba /L8 40 2 Baik
29 Laptop Acer [E-1766 1 Baik
30 Laptop Asus/X441IMA 1 Baik
31 Notebook Toshiba/NB510 1 Baik
32 Printer Canon /IP 2770 1 Baik
33 Printer Canon MPs27 1 Baik
34 Printer Canon PIXMA / PIXMA 1 Baik
15307

(Sumber Laporan Inventtaris Barang Kesbangpollinmas. Keadaan Des.2023)

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Daerah Kabupaten Ende memerlukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan
antara lain LCD 1 Buah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan Pagar Pengaman
Kantor untuk keamanan asset kantor.
2:2.3 Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2023
mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Alokasi anggaran ini
digunakan untuk membiayai seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan.
Secara lebih jelasnya kondisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende 2022-2023
L |Anggaran pada Tahun (Rp) | Realisasi Anggaran pada Tahun
RAIAN Rp)
2022 2023 2022 2023

BELANJA 5-300.037.980| 7.701.578.938 | 5.204.710.747 | 6.157.657.954
[BELANJA OPERASI 5.273.037.980| 7.701.578.938 | 5.197.210.747 | 6.157.657.954
BELANJA PEGAWAI 2.268.547.530| 1.837.278.198 | 2.191.672.292 | 1.837.278.198
BELANJA BARANGDAN JASA[2.074.330.428(2.102.000.000 | 2.048.378.433 | 2.096.471.146
BELANJA HIBAH 957.160.022 3.757-160.022 | 957.160.022 2.223.908.618
BELANJA MODAL - -
BELANJA MODAL 7.600.000 - 7.500.000 -

§ umber : LRA Bodon Kesbongpolda Tahun 2023
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2.3 Kinerja Pelayanan Peranghat Daerah

Pencapaian Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende selama 2 tahun periode Renstra (2025 sampai dengan 2026) dapat
dilihat pada table berikut -
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Tabel 2.7

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI RENSTRA SKPD RATIO
NO INDIKATOR SPM | IKK
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2025 2026
y | Cokupan Pembinaan Seni, Budaya, e | | 100% 100% 100% 100% | 66,67% 0% 80% 20%
Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
2 | Jumlah Parpol Yang dibina ===== | === | 12 Parpol 12 Parpol 12 parpol | 12 parpol | 11 parpol | O parpol | 12 parpol | 12 parpol
Jumlah Pembinaan Ideclogl, Wawasan | - 8 8 . 7 6 - 7 ?
3 | Kebangsaan, dan Karakter bangsa
4 | Prosentase Ormas dibina | m—a- 44% 44% 44% 44% 38,96% 0% 40% 40%
Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan | - B B B B B B B B
5 Politik Daerah Kab. Ende
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Penjelasan s

Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Unsur Pemerintahan Umum
untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima Perubahan RPJMD
Tahun 2019-2024 yaitu: “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan
Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan
Kehidupan Masyarakat” yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran
indikator kinerja meliputi :

%) Jumiah Pembinaan Ideclogi, Wawasan Kebangsaan dan karakter
bangsa

Pada tahun 2023 ditargetkan Jumiah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa yang dilakukan sebanyak 10 Kegiatan yang menghasilkan 8
Dokumen diantaranya:
1. Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) Tahun 2023
2. Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2023
3. Kegiatan Apel Kesadaran 17 Bulan Berjalan
4. Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2023
5. Kegiatan Bela Negara
6. Kegiatan UP2WK
7. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
8. Kegiatan Paskibraka
Namun Rarena keterbatasan anggaran, makanya realisasi untuk kegiatan
tersebut hanya mencapai 6 kegiatan atau 62,50 % yaitu Kegiatan Hari Lahir
Pancasila (1 Juni), Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus, Kegiatan Apel Kesadaran
17 bulan Berjalan, Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember, Kegiatan Paskibraka,
Kegiatan Bela Negara.
2.) Jumiah Parpoel yang dibina

Jumlah partai politik yang dibina adalah jumlah parpol yang tercatat dan
berhak untuk menerima bantuan keuangan yaitu sebanyak 12 (dua belas) partai
politik yang merupakan jumlah partai yang memperoleh kursi pada Pemilu
tahun 2019 — 2024 . Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai
politik diotur dalom Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata carg
perhitungan, penganggaran dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung
jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik
Do!am Negerl pudu Badon Kesatuan Bangsa dan Polltlh Kabupaten Ende. Badan
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Kesbangpol Kabupaten Ende sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan
surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai
politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-
data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Daerah
Kabupaten Ende akan dibuatkan check List tersendiri yang ditanda tangani oleh
Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai
politik. Besaran bantuan keuangan partai politik akan disesuaikan dengan
jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut.

3.) Presentase Ormas yang dibina

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang berada pada
Bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Bidang ini memiliki
peranan dalam pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar di wilayah Kabupaten
Ende untuk Ormas/LSM dan kelompok- kelompok organisasi yang berada di
wilayah Kabupaten Ende. Regulasi yang mengatur mengenai pendataan
organisasi masyarakat (ormas), lembaga sosial masyarakat diatur berdasarkan
Pemendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan organisasi
kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Badan Kesbangpol Kabupaten Ende
berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi kemasyarakatan.
Tercatat dari periode bulan Desember 2019 sampai dengan Desember 2023 sudah
terhimpun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Organisasi kemasyarakatan (Ormas)
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi,
sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-
lain.jumlah Ormas yang dibina sebanyak 30 ormas sehingga capaiannya sebesar
38,96% sedangkan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 44% dan belum
mencapai target.

4) Cakupan Pembinaan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Cakupan Pembinaan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
menjawab dua program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende yaitu Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
kudlitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Pada program ketahanan
ekonomi memiliki peranan pembinaan Agama dan Ekonomi. Salah satu
peran pembinaan Agama yakni Koordinasi kegiatan FKUB dengan
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Kementrian agama dan para pengurus FKUB Kabupaten Ende. Pembinaan
Ekonomi selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan mengenai kenaikan harga — harga Sembilan Bahan Pokok
dan Kenaikan Harga di Pasaran. Sedangkan Untuk Pembinaan
Kemasyarakatan melalui Program Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial melakukan penyelesaian konflik sosial yang
terjadi. Selama tahun 2023 ada 3 konflik sosial yang terjadi di tahun 2023
adalah :

1. Konflik Perkelahian antara pemuda di Desa Kotabaru Kecamatan
Kotabaru

2. Konflik Hak Ulayat tanah di Desa Detupera Kecamatan Lio Timur

3. Konflik Tawuran antar pelajar antara siswa SMK 1 dan siswa SMK 2 Ende
di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur

Dari ketiga konflik yang terjadi ada 2 konflik yang sudah diselesaikan yaitu
konflik Hak ulayat tanah di Desa Detupera dan Konflik Tawuran antar
pelajar di kecamatan Ende Timur.

Sehingga Prosentase untuk Cakupan pembinaan Agama, kemasyarakatan
dan ekonomi adalah sebesar 66,67%.

5) Persentase Deteksi Dini dan peninghatan kualitas dan fasilitasi
penanganan honflik sosial

Pada tahun 2023 target Porsentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas
dan fasilitasi penanganan konflik sosial 100% . capaian terhadap indikator ini
adalah 166,67% dimana jumlah deteksi dini sebanyak 5 kasus dibagi Jumiah
Penanganan konflik sosial sebanyak 3 kasus.

2.4 Kelompok $asaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka
kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai
berikut:

a. Pemerintah Desa

b. Organisasi Masyarakat

¢. Lembaga Swadaya Masyarakat

d. Partai Politik

e. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

f. Tim Kewaspadaan Dini Daerah

Renstra Badan K esbangpolda Takiun 20252026




g. Tim Penanganan Konflik Daerah

h. Forum Komunikasi Umat Beragama
i. Lembaga pendidikan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
j. Dinas / Intansi vertikal

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya,
maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin koordinasi dengan stakeholder
terkait seperti :

1. DPRD

2. Kepolisian Resort

3. Komando Distrik Militer

4. Kejaksaan Negeri

5. Pengadilan Negeri
Adapun Faktor-faktor keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan factor internal
dan eksternal adalah sebagai berikut:

a.

&nﬂra Dadan {,eafm'_ﬂ:ef&z Tabiin 2025-2026

Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Kabupaten Ende tetap
kondusif

Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal

Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara
maksimal

Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya
perencanaan pembangunan yang partisipatif

Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara
vertical maupun horizontal, terutama dalom rangka memberi bimbingan,
petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.

Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.
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PERMASALAHAN DAN I3U-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang
belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang

menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja

Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat

Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait

dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis

Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini,

maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain
sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Program Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah
Program Penguatan | Belum optimalnya | Melaksanakan kegiatan
Ideologi  Pancasila dan | pemahaman  masyarakat pembinaan idelogi, wawasan
Karakter Kebangsaan tentang ideclogi, wawasan | kebangsaan dan rasa cinta tanah
kebangsaan dan rasa cinta | air untuk masyarakat dengan
tanah air cakupan yang lebih luas lagi
Program Peningkatan | Belum optimainya | Lebih aktif mendatangi parpol
Peran Partai Politik dan | pemahaman masyarakat | untuk Menyelesaikan administrasi
Lembaga Pendidikan | tentang pentingnya | hibah bantuan keuangan sehingga

Melalui Pendidikan Politik

pengetahuan politik dan

semakin tinggi jumiah parpol

Ekonomi Sosial Budaya

budaya di Kabupaten Ende

dan Pengembangan Etika | demokrasi dalam | penerima hibah dan semakin
serta Budaya Politik penyelenggaraan pemilu | tinggi juga tingkat pendidikan
maupun pemerintahan politik masyarakat
Program Pemberdayaan Masih adanya ormas yang Lebih aktif mendatangi ormas-
dan Pengawasan Organisasi | tidak melapor dan tidak ormas yang ada di Kabupaten
Masyarakat mendaftarkan diri untuk Ende untuk memberikan edukasi
medapatkan SKT dan bimbingan mengenai
peraturan perundang-undangan
Program Pembinaan dan Masih adanya konflik Memperkuat kinerja forumforum,
Pengembangan Ketahanan | berbasis sosial, ekonomi dan meningkatkan sosialisasi,

monitoring dan evaluasi

Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional dan
Peningkaton Kualitas dan

Masih adanya gangguan
ketertiban di masyarakat
yang mengganggu
kondusifitas daerah

Meningkatkan deteksi dini

dankewaspadaan,
pemantapanforumserta kerjasama
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Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial

dengan instansi terkait untuk
koordinasi yang lebih baik

3.2. Isu = lsu $trategis Peranghat Daerah

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis
Badan Kesatuan dan Politik tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya deteksi dini dan sinergitas pemerintah dalam memetakan

potensi konflik

b. Kurangnya sosialisasi tentang wawasan kebangsaan

Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda
d. Rendahnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat (partisipasi, etika

politik)

e. Belum optimalnya Pendidikan politik melalui lembaga pendidikan.

Kurangnya pemberdayaan,

pemerintah

&n‘tﬂl D {uﬁmﬂef& Takun 2025-2026
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan $asaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa
mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan
akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan
Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh
karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada
penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan sejumlah sasaran yvang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2025-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025 -2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Badan Kesbangpol Daerah adalah :
Terwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib

2. Sasaran adalah :
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Untuk Mengetahui gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran Perangkat
Daerah adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende

TARGET KINERJA SASARAN
TLREINTRASARAY INDIKATOR PADA TAHUN ke (%)
SATUAN
PROGRAM TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
Kondisi
2025 2026 Akhir
Periode
-1 -2 -3 =5 -6 -7

Tujuan :
Terwujudnya Prosentase Penyelesaian Potensi
Stabilitas Daerah Konflik Sosial - 4% 44% u%
yang aman dan
tertib l




Sasaran :
Meningkatnya Rasa Prosentase Penyelesaian Potensi
Aman dan Nyaman Konflik Sosial % 4% % e
Bagi Masyarakat
::).- ’ oglrclmi p: Dercr:.::tan Cakupan Pembinaan Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan % 68% 69% 69%
dan Karakter Karakter
Kebangsaan o
Program :
Penmghatcm Faion Prosentase Parpol Peenerima
Partai Politik dan
L iotnn Pendidion Hibah yang menyelesaikan
smelohl Peincliditecet administrasi sesuai ketentuan dan % 96% 97% 97%
Politik dan : berl hul 9 9
Pengembangan Etika yang
serta Budaya Politik
Program :
Pemberdayaan dan )
Pengawasan : ' °’°"t°’e| C( 'Og - "";” i % 46% 7% 7%
Organisasi ¥ yand
Kemasyarakatan
Program :
Pembinaan dan Prosentase Penanganan Potensi
Pengembangan Konflik Berbasis Ekonomi, Sosial % 68% 69% 69%
Ketahanan Ekonomi, | dan Budaya
Sosial dan Budaya
Program :
Peningkatan
: i P + i Cakupan Pelaksanaan Koordinasi
pmm Kualites | Kewaspadaan Daerah dan % 7% 78% 8%
dan Fasilitasi Penanganan Konfiik Sosial
Penanganan Konflik
Sosial
Sasaran 2 : i
Meningkatkan ‘N""'ci“'p Badan Kesbangpol Predikat B B B
Akuntabilitas Kinerja
Program :
Penyelenggaraan Administrasi
Penunjang Urusan Perkantoran Perangkat Daerah 00%
Pemerintahan secara efektif dan efisien selama 1 % ! e L
Daerah tahun
Kabupaten/Kota

“
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5.1 $trategi dan Kebijakan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan

menyikapi isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun
2025-2026 dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Tajuan S$asaran Strategis Arah Kebijakan
Terwujudnya Stabilitas Meningkatnya > Penguatan dan > Perumusan Kebijakan
Daerah yang aman dan Rasa Aman dan | Pembinaan dan Pemantapan
tertib Nyaman Bagi | Ideologi Pancasila Pelaksanaan  Bidang

Masyarakat dan karakter | Ideologi dam Karakter
Bangsa Kebangsaan
» Penguatan dan > Perumusan Kebijakan
Pembinaan peran dan Pemantapan
parpol dan Pelaksanaan  Bidang
lembaga pendidikaan politik dan
pendidikan melalui pengembangan Etika
pendidikan politik serta Budaya Politik
» Pengendalian, » Perumusan Kebijakan
pendataan dan dan Pemantapan
pengawasan Pelaksanaan  Bidang
organisasi pemberdayaan dan
kemasyarakatan pengawasan organisasi
kemasyarakatan
» Perumusan Kebijakan
> Pengendalian dan | dan Pemantapan
pembinaan Pelaksanaan  Bidang
ketahanan ketahanan  ekonomi,
organisasi social, dan budaya
kemasyarakatan

terhadap ekonomi,
social dan budaya

Peningkatan
konflik social yang
ditangani  setiap
tahun

Y

» Perumusan Kebijakan

dan Pemantapan
kewaspadaan nasional
dan penanganan

&Wﬂ Badan {ﬂimﬂof& Jakiun 2025-2026
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah

ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
dapat digambarkan dalom tabel rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang
dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target
Rinerja program selama 2 (dua) tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan
pada Tabel 6.1

&:u‘tra Badan {,e;[m‘zraf& Takiun 2025-2026




Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

dan Pelaporan di Bidang Ideclogi, monitoring, evaluasi dan

Renotra Badan {,a.r&'awaof& Takun 2025-2026

Target Kinerja Program dan
Indikator Kinetja Tujuan, Data Capaian Awal Kerangka Pendanaan
Tujuan Kode Program / Kegiatan/ Sub Sasaran,Program (Qutcome), | Perencanaan (Tahun2023) mm ’
i b Penangqungiawa_
i Kondis Kners pac AkhrPerode
Tahun 2025 Tahun 2026 Renstra
: — Satuan | capaian | Target Rp Target Ro Target ’ Rp.
Prosentase Penyelesian
Terwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib ensi Konfilk Sosial
Perumusan Kebijakan Teknis dan w Yin mnmm”&
01/02|1.01| |Pemantapan Pelaksanaan Bidang v Dokumen 3 320.000.000f 5 330.000.000! 3 650,000,000 Drasrah
Ideologi Pancasila dan Karakter m
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang | jymlah Orang Yang
Ideologi, Wawasan Kebngsaan,
01102] 101 |03 [Bela Negars, Karakter Kebangsaan, |0 "ciaksandan Orang 0 30 Orang 5000000 30 Orang 5.500000] 60 Orang 10,500,000 Badan Kesatuan Bangsa
g Kebijakan di Bidang Ideologi, 4
Pembauran Kebangsaan, Bhineka dan Politik Daerah
Tunggal Ika dan Sejarah Wawasan Kebngsaan, Bela
Kebangsaan Negara, Karakter Kebangsaan,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang | jumiah Orang Yang
)1 Idealogi, Wawasan Kebngsaan, mengikuti Koordinasi di Otais
O e egar, raer KESATGSEZN, | ol Wawasn d 300|300 Orang 150.000.000| 300 Orang 152.500,000| 600 Orang 302500000 gagan Kesatuan Bangsa
Tunggallka dan seg;rahl Kebngsaan, Bela Negara, dan Politik Daerah
Kebangsaan Karakter Kebangsaan,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi | jymlah laporan hasil




Wawasan Kebngsaan, Bela Negara, |pelaporan di Bidang Ideologi, 12 12 5.000.000| 12 Laporan 5.500.000| 24 Laporan, 10.500.000( Badan Kesatuan Bangsa
2]1.01 La e
01102{1.01105 | carakter Kebangsaan, Pembauran  |wawasan Kebngsaan, Bela poramn Laporan dan Politik Daerah
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Negara, Karakter Kebangsaan,
dan Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
Pembinaan terhadap aktivitas Jumlah Laporan Hasil
epaskibrakaan dan Purna Pembinaan terhadap
K
01(02] 101 (o5 frrgpes i Laporsn 12 12 2500000 2 3.500.000{24 Laporam 6.000.000| o peve A1 34165
kepaskibrakaan dan Laporan
Purna Paskibraka
Pembentukan Paskibraka
Jumlah Paskibraka
01 8108 108 o 74 |27 Orang 150000000 27 Orang 152,500000{  540rang 302.500,000] Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah
Pelaksanaan Tugas Purna | jumiah Laporan Hasil
Paskibaraka Duta Pancasila | pejaksanaan Tugas
Bad. d
01102]1.01 05 Purna Paskibaraka Duta | PO 12 12 2500000 12 2500000 12 ifoatoaf " S S
Pancasila Laporan Laporan Laporan
Pelaksanaan Tugas Purna Jumlah Laporan Hasil
Paskibaraka Duta Pancasila | pgjaksanaan Tugas
Badi tu
01102101105 B Paskiarkn ;| 270" 12 |12 1aporan 2.500,000/12 laporan 3.500.000[12 laporan 6000000 ™" et SHTE 1
Pancasila
Pengangkatan Purna Jumlah Pengangkatan
Paskibraka Duta Pancasila  |p;rna Paskibraka Duta
da
ot]oz 1.0 o5 Pancasila Orang 27 |270rang 2500000 27 Orang 3,500000{ 27 Orang 6000000[ %" peelon S 41

Kebijakan Teknls dan
Pemantapan Pelaksanaan
Politik, Etlka Budaya Politik,

1,010,000,000 | Dokumen

2010.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa |

dan Politik Daerah
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Partai Politik, Pemilihan Peningkatan Demokrasi,
Umum/Pemilihan Umum Kepala  |Fasilitasi Kelembagaan
Daerah serta Pemantauan Situasi Pemerintahan, Perwakllandan
G Parta Polt, Pemilhan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang  |jumiah Orang Yang Badan Kesatuan Bangsa
Pendidikan Politik, Etika Buclaya mengikuti Pelaksanagn Orang 100 12 Orang 810.000.000 24 Orang 1.700.000.000 dan Politik Daerah
Politik, Peningkatan Demokrasi, Kebijakan di Bidan
Fasilitasi Kelembagaan . J_ i g .
Pemerintahan, Perwakilandan Pendidikan Politk, Etika
Partai Politik, Pemilihan Budaya Politik, Peningkatan
Umum/Pemilihan Umum Kepala  |Demokrasi, Fasilitasi
Daerah serta Pemantauan Situasl | Kelembagaan Pemerintahan,
Politik di daerah Perwakilandzn Partal Politk,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politikdi
daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang | jymlah Orang Yang Badan Kesatuan Bangsa
PEITdIdiIlin Politik, Etika Budaya mengikuti Koordinasi di dan Politik Daerah
FPolmk. Peningkatan Demokrasi, |, dang Pendidikan Politik, QOrang 300 200 Orang 100.000.000 300 Orang 100.000.000
asllitasi Kelembagaan )
Pemerintahan, Perwakilandan Etika Budaya Polik
Partai Politik, Pemilihan Peningkatan Demokras,
Umum/Pemilihan Umum Kepala  [Fasilitasi Kelembagaan
Daerah serta Pemantauan Situasi  |Pemerintahan, Perwakilandan
Politik di daerah Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politikdl
daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi  [Jumlah laporan hasil Badan Kesatuan Bangsa
dan Pelaporan di Pendidikan monitoring, evaluasi dan dan Politik Daerah
Politik, Etika Budaya Politik, pelaporan di Pendidikan Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasiiitasl  |Etika Budaya Politik, Laporan 12 12 50.000.000 24 Laporan 100.000.000
Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi, Lapoaran

Perwakilandan Partal Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politik di

Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilandan
Partai Politik, Pemifihan
Umum/Pemilihan Umum
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daerah Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politik di
daerah
Badan Kesatuan Bangsa
{8 10103 [1.01 06 |Pelaksanaan Tugas Paskibraka Jumlah Laporan Keglatan dan Politik Daerah
Paskibaraka Laparan 12 12 Laporan|  50.000.000 (12 Laporan 50.000.000 24 Laporan 100.000.000

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang | jumlah Orang Yang
01104(1.01 {03 |Pendaftaran Ormas, A Orang 30 [500rang | 100.000.000 |50 Orang 100000000 (100 Orang|  200.000.000 Badan Eesghian
b Bangsa dan Politik
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
Kebijakan di Bidang Daerah
dan Mediasi Sengketa Ormas, aridilis
Pengawasan Ormas dan Ormas | ran Ormas,
Asing di daerah Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di
daerah
Pelaksanaan Koordinast di Bidang | jumlah Orang Yang
8 [01/041.01 04 [Pendaftaran Ormas, | mengikut Koordinasi o Bgnﬂd::znmpto“ﬁ“ﬁk
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi i Orang 30 50 Orang | 100.000.000 | 50 Orang 100.000.000 100 Orang 200.000.000 &
) Bidang Pendaftaran Ormas, Daerah
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas | "emberdayaan Ormas,
Asing di daerah Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di
daerah
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Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi | jumtah laporan hasil
8 0104101 |05 |dan Pelaporan di Bidang monitoring, evaluasi dan Badan Kesatuan
Pendaftaran Ormas, Laporan 12 [12Laporan| 60000000 (12laporan| 55000000  [24laporanl 115000000 | DBangsadan Politik
Pemberdayzan Ormas, Evaluasi palaporan 4 Bideryg Daerah
dan Mediasi Sengketa Ormas, | ndaftaran Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas | Pemberdayaan Ormas,
Asing di daerah Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di
daerah

011051101 | |Pemantapan Pelaksanaan Bidang |y gpiiakan Teknis dan - Dokumen 2 |4Dokmen| 110.000.000 5 120.000.000 5 230,000,000 ‘Badan Kesatuan
l""‘!"' |Pemantapan Pelaksanaan i Daerah
Pelaksanaan Kebljakan di Bidang | jumiah Orang Yang
8 01051.01 03 |Ketahahan Ekonomi, Social, mengikuti Pelaksanaan Orang 35 |40 Orang| 30.000.000 |45 Orang 35,000,000 85 65.000.000 Badan Kesatuan
Budaya dan Fasllitasi Pencegahan Kebijakan di Bidang Bu.ngs[l, ::lnah Politik
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan ! Ly
Umat Beragama, dan Penghayat | <etahahan Ekonomi, Soclal,
Kepercayaan di daerah Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Narkotika,
Fasllitasi Kerukunan Umat
Beragama, dan Penghayat
Kepercayaan di daerah
Pelaksanaan Koordinast di Bidang | jumiah Orang Yang
8 0105]1.01 {04 |Ketahahan Ekonomi, Social, menglkuti Koordinasi di
:Iudaya_ dan Fasitas Penceganan  |ouizeerkon onomi Orang 50 |s0Orang| 50.000.000 |55 Orang 55.000.000 105 105.000.000 Bgzﬁ"::in“;?;;}k
arkotika, Fasilitasi Kerukunan Social 2 Dasrah
Umat Beragama, dan Penghayat al, Budaya dan Fasilitasi
xapercay'an di daerah Pencegahan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama, dan Penghayat
Kepercayaan di daerah
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Pelaksanaan Manitoring, Evaluast | jymiah laporan hasil

8 [01105[1.01 05 |dan Pelaporan di Bidang monitaring, evaluasl dan
Ketahahan Ekonomi, Social, & Laporan 12 [12laporan| 30000000 (12 Laporan]  35.000.000 24 65.000,000 Badan Kesatuan
pelaporan di Bidang Bangsa dan Politik
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan ’
Ketahahan Ekonomi, Social, Daerah

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama, dan Penghayat  |Budaya dan Fasilitasi
Kepercayaan di daerah Pencegahan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama, dan Penghayat
Kepercayaan di daerah

Perumusan h‘n Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
o tickion Suklonaf it

Penanganan Konflik .
5ol 8 Penanganan Konfik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang | jumlah Orang Yang Badan Kesatuan
07106 1.01 103 | Kewaspadaan Dini, Kerjasama mengikuti Pelaksanaan Orang 20 20 Orang [20.000.000 25 Orang  [25.000.000 45 Orang  145.000.000 Bangsa dan Politik
Inteljen, Pemantauan Orang Daerah
Asing, Tenaga Kerja Asing, Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Perbatasan antar | Ke"aspadaan Dini, Kerjasama
Negara, Fasilitasi Kelembagaan | Inteljen, Pemantauan Orang
Bidang Kewaspadaan serta Asing, Tenaga Kerja Asing,

penanganan konflik di daerah Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilltasi

Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta
penanganan konflik di daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang | jymlah Orang Yang Badan Kesatuan
07106 (1.01 04 |Kewaspadaan Dinl, Kerjasama mengikuti Koordinasi di Bangsa dan Politik
Daerah
Intelijen, Pemantauan Orang ; i Orang 30 30 Orang 120.000.000 35 Orang |25.000.000 65 Orang  ¥45.000.000
Asing, Tenaga Kerj Asing, Bidang Kewaspadaan Dini,
Kewaspadaan Perbatasan antar | Keasama Intelijen,
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Pemantauan Orang Asing,
Bidang Kewaspadaan serta Tenaga Kerja Asing,

penanganan konfllk di daerah Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
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s otlo1l2.01 01 Penyusunan PerencanaanPerangkat

Jumlah Dokumen

5,000,000

Kewaspadaan serta
penanganan konflik di daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi | jumlah laporan hasil Badan Kenamgn

07106 [1.01 05 |dan Pelaporan di Bidang monitoring, evaluasi dan Bangsa dan Politik

Kewaspadaan Dini, Kerjasama pelaporan di Bida Laporan 12 12 Laporan|20,000.000 12 Laporan|20.000.000 32 40.000.000 Baal

Intelijen, Pemantauan Orang daan Di Tg

Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Dini, Kerjasama

Kewaspadaan Perbatasan antar | Intelijen, Pemantauan Orang

Negara, Fasllitasi Kelembagaan Asing, Tenaga Kerja Asing,

Bidang Kewaspadaan serta Kewaspadaan Perbatasan

penanganan konflik di daerah antar Negara, Faslfitas|
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta
penanganan konflik di daerah

Pelaksanaan Forum Koordinasi Jumlah dokumen hasil o L o

8 101[06(1.01 [06 |Pimpinan Daerah Kabupaten pelaksanaan Forum Bangsa dan Politik
Koordinasi Pimpinan Dagrah  [POkumen 12 12.Laporan200.000000  [12 210,000,000 24 410,000,000 Dacrah
Kabupaten
Terwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib Prosentase Penyelesian
| Potensi Konfiik Sosial ax i i
Nilai AKIP Badan Kesbangpol
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dn:nh v ngp - Nilai 8 B B

Badan Kesatuan

Dok .500.
Daerah PerencanaanPerangkat iala C 2200080 2 R0 800k Bangsa dan Politik
Daerah Daerah
Csonliei b Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Badan Kesatuan
501101201 020G (Lo Hasl Keordne Dokumen 1 2500,000 1 2500000 200k 5.000,000 Bangsa dan Politik
Penyusunan Dokumen RKA- Daerah
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Badan Kesatuan
inasi . Bangsa dan Politik
5 |01] 01{2.01 | o3 [Koordinasi dan Penyusunan RASKPO dumLaperahtesll | e 1 5,000,000 1 5,000,000 2 Dok 10.000.000 -
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Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Daerah
Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
. Jumlah Dokumen DPA-SKPD Badan Kesatuan
Koordi P
5 [01]01]201 |04 D:,":s’:;bd‘" SR danlaporan Hasl Koordinasi | Dokumen ! 1 5,000,000 1 5,000,000 2Dok 10.000.000 Bangsa dan Politik
Penyusunan Dokumen DPA- Daerah
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Badan Kesatuan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Bangsa dan Politik
5 {01{01]2.01 (0
Rt St S0 i~ Dokumen 1 1 5,000,000 1 5.000.000 2 Dok 10,000.000 Daerah
Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Badan Kesatuan
Kinerjadan [khtisar Realisasi Bangsa dan Politik
Koordinasi dan Penyusunan : D
i) Kinerja SKPD dan Laporan aerah
5 101)01/2.01 |06|Laporan Capaian Kinerja dan | o Laporan 12 12 3.000.000 12 4..000.000 24 Laporan 7.000.000
Ikhtisar Realisas! Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan
LaporanCapalan Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah  |Jumlah Laporan Evaluasi Badan Kesatuan
5 [01/01)2.01|07 La ;
KineqaPerangkat Daerah poran 3 3 3,000,000 3 4.000.000 6 Laporan 7.000.000 Bangsa dan Politik
Daerah

: . . : Badan Kesatuan
5 |01[01]202 01 m”d'm Gall dan Tipogn 2:;?:3?;2:;:: mmma Orang/bulan | 20/14 | 20/14 | 2500000000 | 20/14 2,550.000.000 20714 | 5050000000 | Bengsa den ol
; o Jumlah Dokumen Hasil Badan Kesatuan
5|01 01]202 02 ::&?;’:::ﬂﬁ‘t’;‘;:";;’hj' Penyediaan Administrasi Dokumen | 1 1 10000000 1 10.000.000 2 Dok Joonggy | P98 dan okt
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaandan [Jumlah Dokumen Badan Kesatuan
5 |01/01|2.02 | 03| Pengujian/Verifikasi Keuangan | Penatausahaan dan Dokumen 12 12 10..000.000 12 10..000.000 12 Dok 20..000.000 Bangsa dan Politik
SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah
SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi Badan Kesatuan
5 P1011202 jo4 | Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan Akuntansi | Dokumen | 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 Dok 20.000.000 Bangsa dan Politik
SKPD Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Laporan Keuangan Badan Kesatuan

“
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5 01101 (2,02 [05|Laporan Keuangan Akhir Tahun | Akhir Tahun SKPD dan Laporan 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 20.000.000 Bangsa dan Politik

SkPD Laporan Hasil Koordinasi Laporan Daerah
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Jumiah Dokumen Bahan Badan Kesatuan
P P1P1R02 06| Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tanggapan Pemeriksaan dan | Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 2 Dok 20.000.000 Bangsa dan Politik
Tindak Lanjut Pemeriksaan Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Badan Kesatuan
Koordinasi dan Penyusunan Bulanary Triwulanan/ Bangsa dan Politik
P L1 OT20207 aooran Kevangan Bulanary |Semesteran SKPD dan Laporan | Laporan 12 12 5,000.000 12 5.000.000 12 10.000.000 Daerah
Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kaordinasi Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester
an
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan Badan Kesatuan
5 010112.02 108 | Analisis Prognosis Realisasi dan Dokumen 12 12 5.000.000 12 5,000,000 24 Dok 10.000.000 Bangsa dan Politik
Anggaran Analisi Prognosis Realisas REES
Anggaran

Penyusunan Perencanaan Jumiah Rencana Kebutuhan Badan Kesatuan
5 101203 01 |Kebutuhan Barang Barang Millk Daerah SKPD Dokumen 1 5.000.000 1 10.000.000 2 Dok 15.000.000 Bangsa dan Politik
Milik Daerah SKPD Daerah
5 01011203 02 | pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Dokurmen 1 5.000.000 1 10.000.000 2 Dok 15.000.000 Badan Kesatuan
Daerah SKPD Pengamanan Bangsa dan Politik
Barang Milk Daerah SKPD Daerah
Jumiah Laporan Hasil Penilaian Badan Kesatuan
5 101120303 |y ordinasi dan Penilaian Barang |Barang Millk Daerah dan Hasil | Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 2 Laporan|  10.000.000 Bangsa dan Politik
Milik Daerah SKPD Koardinasi Penilaian Barang Daerah
Milik
Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan  (Jumiah Laporan Hasll Badan Kesatuan
5 [P10112.03 04 | pengendalian Barang Milik Pembinaan, Pengawasan, dan | Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 24 10.000.000 Bangsa dan Politik
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Daerah pada SKPD

Pengendalian
Barang Millk Daerah pada
SKPD

Daerah

Rekonsiliasi dan Penyusunan

Jumlah Laporan Rekonsiliasi

Badan Kesatuan

5 | Laporan Barang Milik Daerah  |dan Penyusunan Laporan Laporan 12 75000000 | Bangsa dan Politik
pada SKPD Barang Millk Daerah
Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Laporan 100 7.500.000 Badan Kesatuan
Daerah pada SKPD Penatausahaan Bangs; daﬂhPolltlk
aera

Peningkatan Sarana dan

Barang Millk Daerah pada
SKPD

Jumlah Unit Peningkatan

25.000.000

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Fungsi

Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan
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Prasarana Disiplin Pegawai Sarana Unit
_— 1 Daerah
dan Prasarana Disiplin
Pegawai
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan Badan Kesatuan
3| Administras! Kepegawaian dan Pengolahan Administrasi | Dokumen 20.000.000 Bangsa dan Politik
. 150 Daerah
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Badan Kesatuan
Sistem Informasi Kepegawaian  (Koordinasi dan Pelaksanaaan | Dokumen 40.000.000 Bangsa dan Politlk
" 12 Daerah
Sistem
Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasl, dan Jumlah Dokumen Manitoring, 30 20.000.000 Badan Kesatuan
5| Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilalan Kineja | Dokumen Bangsa dan Politik
; Daerah
Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Badan Kesatuan.
9| Pegawai Berdasarkan Tugas dan | Tugas dan Fungsi yang Orang 70.000.000 Bangsa dan Politik

Daerah




Pengadaan Kendaraan Dinas

SKPD

Jumlah Unit Kendaraan Dinas.

ad Kestan 3

enyediaan Komponen Instalasi  [Jumlah Paket Komponen Badan Kesatuan
5 01/01/2.06|01 jstrik/Penerangan Bangunan Instalasi Paket 2 1 5.000,000 1 5.000.000 1 10.000.000 Bangsa dan Politik
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Daerah
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Badan Kesatuan
5 |0110112.06 (02| periengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Paket 2 2 10.000.000 2 10.000.000 2 20.000.000 Bangsa dan Politik
Disediakan Daerah
5 011012.06 03 |p3han Logistik Jumiah Paket Bahan Logistik Paket 3 3 10.000.000 3 10.000.000 3 20.000.000 Badan Kesatuan
yang Disediakan Bangsa dan Politik
Daerah
5 [P1/01[2.06 05 |Penyediaan Barang Cetakan dan  |Jumlah Paket Barang Cetakan Paket 2 2 10.000.000 2 10.000.000 2 20.000.000 Badan Kesatuan
Penggandaan dan Bangsa dan Politik
Penggandaan yang Disediakan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Badan Kesatuan
5 [01/0112.06 06 |Peraturan Perundang-undangan  [dan Peraturan Perundang- Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 20.000.000 Bangsa dan Politik
Undangan yang Disediakan Daerah
5 P1/072.06 08 |Fasiitasi Kunjungan Tamy Jumlah Laporan Fasilitasi Kali 12 12 30.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 Badan Kesatuan
Kunjungan Tamu Bangsa dan Politik
Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Jumlah Laporan Badan Kesatuan
5 01101 [2.06 |09 |dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 12 100.000.000 12 100.000.000 12 200,000.000 Bangsa dan Politik
Koordinasi dan Konsultasi Daerah

5 |01]01(2.07 |02|Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapanganyang | Unit - 2 30.000.000 2 20,118,379 4 unit 60.118.379 Bangsa dan Politik
Disedlakan Daerah
5 |01/01/2.07 |05 pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Unit - 2 30.000.000 2 20.000.000 4 Unit 50.000.000 Badan Kesatuan
Disediakan Bangsa dan Politik
Daerah
5 |01]07|2.07|06|Pengadaan Peralatan dan Mesin  [Jumlah Uit Peralatan dan Mesin Unit - 2 30.000.000 2 20.000.000 4 Unit 50.000.000 Badan Kesatuan
Lainnya Lainnya yang Disediakan Bangsa dan Politik
Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana  |Jumlah Unit Sarana dan . Badan Kesatuan
5 |01/01|2.07|10|Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau Unit Bangsa dan Politik
Lainnya Bangunan 2 20.000.000 2 20.000.000 4Unit | 50.000.000 Daerah
Lainnya yang Disediakan
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Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Surat Menyurat

Jumlah Laporan Pnyediaan Jasa |

Laporan

30.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,
02 {Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan

Laporan

30.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan
03| Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Laporan

30.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
04 |Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Jumlah Kendaraan Perorangan

Laporan

30.000.000

01|Biaya Pemeliharaan, dan Pajsk | Dinas atau Kendaraan Dinas Unit 14.000,000 Bangsa dan Politik
Kendaraan Perorangan Dinas atau | jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan d'bay.fkiﬂ Plhknyl
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Badan Kesatuan
02 |Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapanganyang | Unit 14,000.000 Bangsa dan Politik
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
06| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 14,000.000 Badan Kesatuan
Lainnya Lainnya yang Dipelihara Bangsa dan Politlk
Pemeliharaan/Rehabilitas| Gedung |Jumlah Gedung Kantor dan Badan Kesatuan
08 Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan yang Unit 14,000.000 Bangsa dan Palitik
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana  |Jumlah Gedung Kantor dan Badan Kesatuan
03]dan prasarana pendukung Bangunan yang Unit 14,000.000 Bangsa dan Politik
gedung Kantor dan Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan dikemukaan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

dalam 2 (dua) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupeten Ende yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DIKA KONDISI
N TOR KINERJA PADA TARGE[KINERIASASARANPADATAHUNKE-—(%}
TUJUAN/SASARAN
AWAL RPIMD
(ANGKA) Kondisi Akhir
2025 2026
Periode
-1 -2 =3 -4 =5

Prosentase
Penyelesaian Potensi 40% 45% 46% 46%
Konflik Sosial
Nilai AKIP Badan
Kesatuan Bangsa dan B B B B
Politik
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Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupeten Ende
yang  mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

~

KONDISI

INDIKATOR PROGRAM KINERJA PADA
AWAL RPJMD

TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM PADA TAHUN

KE - (%)

2025 2026

g

=3 -4 =

Penyelenggaran Administrasi
Perkantoran Perangkat
Daerah Secara Efektif dan
Efisien Selama 1 Tahun

Cakupan Pembinaan ldelogi,
Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa

66%

67% 68% 68%

Prosentase Parpol penerima T
hibah yang menyeselesaikan
administrasi sesuai ketentuan
dan perundangan -undangan
yang berlaku

91.60%

95% 96% 96%

Prosentase Penanganan
Potensi Konflik berbasis
ekonomi. Sosial dan Budaya

66%

67% 68% 68%

| Cakupan Pelaksanaan
Koordinasi Kewaspadaan
Daerah dan Penanganan
Konflik Sosial

75%

76% 78% 78%
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Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende tahun
2025-2026 merupakan rencana tindak yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi
dalam rangka pencapaian tujuan selama kurun waktu dua tahun untuk melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebaik apapun isi dari Renstra ini tidak akan
mampu merubah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende menjadi
Perangkat Daerah yang akuntabel dan berhasil mewujudkan kinerja tanpa adanya

kRomitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ende.

Menjadi sangat penting untuk dijalankan oleh kita semua jajaran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Ende, bahwa program dan kegiatan, sub kegiatan yang telah
disusun dalam Renstra menjadi kRewdajiban untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan serta
sub kegiatan yang tertuang dalom Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat
dipertanggungjowabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut
terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan.

Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan komponen organisasi yang sangat
vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara
profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kebijakan dan prosedur yang tepat.
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